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Abstrak: Independensi advokat merupakan salah satu unsur fundamental dalam mewujudkan
sistem peradilan yang adil dan menjamin perlindungan hak asasi manusia. Dalam sistem hukum
Indonesia, advokat berkedudukan sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, tetapi
pelaksanaan independensi tersebut masih menghadapi persoalan berupa potensi intervensi
kekuasaan, ketidakpastian penerapan hak imunitas, konflik kepentingan, serta tantangan
penegakan kode etik profesi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum
independensi advokat, mengidentifikasi problematika yang memengaruhi pelaksanaannya, dan
merumuskan upaya penguatan independensi advokat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan
metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-
undangan, putusan pengadilan, dan kode etik profesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
independensi advokat telah memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2003 tentang Advokat dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-X1/2013.
Meskipun demikian, perlindungan normatif tersebut perlu disertai penerapan hukum yang
konsisten, pengawasan etik yang transparan, dan peningkatan integritas profesional. Independensi
advokat harus dipahami sebagai kebebasan menjalankan fungsi pembelaan secara profesional dan
beriktikad baik, bukan sebagai kekebalan mutlak dari pertanggungjawaban hukum.

Kata Kunci: Advokat, Independensi, Penegakan Hukum, Hak Imunitas, Kode Etik Profesi.

Abstract: The independence of advocates is a fundamental element in ensuring a fair judicial
system under the rule of law. Advocates are law enforcers who are expected to exercise their
professional duties independently in providing legal services inside and outside the courts.
Nevertheless, the implementation of such independence faces several challenges, including
interference from those in power, potential criminalization of professional conduct, uncertainty
regarding professional immunity, and weaknesses in professional ethical enforcement. This study
examines the legal framework governing advocates' independence, identifies the challenges
affecting its implementation, and proposes measures to strengthen professional independence
within Indonesia’s legal system. This research employs normative legal methods using statutory
and conceptual approaches. The legal materials consist of legislation, judicial decisions, legal
books, and relevant scholarly journal articles. The findings indicate that advocates' independence
has a statutory foundation under Law Number 18 of 2003 concerning Advocates and has been
reinforced by Constitutional Court Decision Number 26/PUU-XI1/2013. However, normative
protection must be supported by consistent law enforcement, protection of good-faith professional
conduct, and transparent and accountable ethical supervision. Advocates' independence should
not be understood as unlimited immunity from the law, but as a guarantee that legal
representation can be carried out freely, professionally, and responsibly.

Keywords: Advocates, Independence, Law Enforcement, Professional Immunity, Professional
Ethics.
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PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum harus dijadikan
sebagai panglima guna mencapai ketertiban sosial dan keadilan. Hukum dibutuhkan untuk
menegakkan kebenaran dan keadilan (truth and justice), terutama untuk
menegakkan keadilan bagi semua pihakyang dapat diartikan memberikan sesuatu
kepada yang berhak atau menempatkan sesuatu pada tempatnya.

Negara harus menjamin terselenggaranya keadilan bagi setiap orang, khususnya
kepada orang miskin atau orang yang tidak mampu sehingga tidak ada yang luput dari
akses keadilan yang merupakan amanat konstitusi, dalam hal ini negara turut
bertanggungjawab  terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai
perwujudan terhadap akses keadilan bagi semuanya. Dalam kerangka tersebut, penegakan
hukum tidak hanya bergantung pada kewenangan aparat negara, tetapi juga membutuhkan
profesi hukum yang mampu menjaga keseimbangan proses peradilan dan melindungi hak-
hak masyarakat.

Advokat merupakan salah satu unsur penting dalam sistem penegakan hukum karena
memberikan jasa hukum kepada individu maupun badan hukum, baik di dalam maupun di
luar pengadilan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
mendefinisikan advokat sebagai orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di
dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan
undang-undang tersebut. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) undang-undang yang sama
menegaskan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri
serta dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

In fact, its absence in upholding justice can exacerbate inequality and indirectly
foster injustice, ultimately giving rise to discrimination. In fact, the principle of non-
discrimination is a fundamental human right that must be respected by everyone,
regardless of their status, background, or economic circumstances.

Kedudukan advokat sebagai penegak hukum menunjukkan bahwa peran profesi
tersebut tidak terbatas pada pembelaan kepentingan individual klien. Advokat juga
berperan dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai prosedur, mengajukan
keberatan terhadap tindakan yang dianggap melanggar hukum, dan memperjuangkan
pemenuhan hak-hak hukum pihak yang diwakilinya. Sebagai sebuah sengketa, tidaklah
semua pihak yang bersengketa paham terhadap mekanisme dan prosedur serta aturan
yang berlaku berkaitan dengan penegakan hukum. Dalam konteks ini, independensi
menjadi prasyarat agar advokat dapat menjalankan fungsi pembelaan secara objektif tanpa
tekanan yang tidak sah dari pihak mana pun.

Independensi advokat berkaitan erat dengan prinsip persamaan di hadapan hukum
(equality before the law) dan hak atas kepastian hukum yang adil. Apabila advokat tidak
dapat menjalankan tugas secara bebas, pihak yang sedang menghadapi proses hukum
berpotensi kehilangan kesempatan untuk memperoleh pembelaan yang efektif. Oleh
karena itu, kebebasan profesional advokat bukan semata-mata kepentingan pribadi atau
kelompok profesi, melainkan bagian dari jaminan terhadap penyelenggaraan peradilan
yang adil.

Meskipun independensi advokat telah diakui secara normatif, pelaksanaannya masih
menghadapi berbagai tantangan. Potensi intervensi dari pihak yang memiliki kekuasaan,
ketidakjelasan penerapan batas hak imunitas, tekanan kepentingan ekonomi, serta
persoalan pengawasan etik dapat memengaruhi kemampuan advokat dalam menjalankan
tugasnya. Persoalan tersebut perlu dianalisis secara hati-hati karena tidak setiap proses
hukum terhadap advokat merupakan bentuk kriminalisasi, sebagaimana tidak setiap
tindakan advokat dapat dibenarkan hanya dengan alasan menjalankan kepentingan klien.

Salah satu instrumen hukum yang penting dalam perlindungan independensi advokat
adalah hak imunitas. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
memberikan perlindungan hukum terhadap advokat dalam menjalankan tugas profesinya
dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien. Melalui Putusan Mahkamah
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Konstitusi Nomor 26/PUU-X1/2013, ketentuan tersebut dimaknai mencakup pelaksanaan
tugas profesi di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Putusan ini memperjelas ruang
lingkup perlindungan hukum bagi advokat, tetapi tidak menghapus kewajiban untuk
menaati hukum dan kode etik profesi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai problematika independensi
advokat penting dilakukan untuk menilai kecukupan pengaturan hukum yang berlaku,
mengidentifikasi persoalan yang berpotensi menghambat pelaksanaan profesi, serta
merumuskan upaya yang dapat memperkuat kedudukan advokat dalam sistem penegakan
hukum Indonesia. Kajian ini diharapkan memberikan pemahaman bahwa independensi
dan akuntabilitas bukan dua prinsip yang saling bertentangan, melainkan dua unsur yang
harus berjalan beriringan dalam mewujudkan profesi hukum yang berintegritas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang
menelaah norma hukum melalui peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan
doktrin hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-
undangan (statute approach) untuk menelaah ketentuan mengenai kedudukan, hak,
kewajiban, dan perlindungan advokat, serta pendekatan konseptual (conceptual approach)
untuk mengkaji konsep independensi, imunitas profesi, dan akuntabilitas advokat.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-X1/2013. Bahan hukum sekunder meliputi
buku hukum, tulisan ilmiah, dan literatur yang berkaitan dengan profesi advokat serta
sistem penegakan hukum. Bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan
dan dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan norma hukum terhadap persoalan
yang diteliti.

Penelitian ini tidak menggunakan wawancara, observasi, atau survei lapangan. Oleh
karena itu, pembahasan mengenai intervensi, konflik kepentingan, dan tantangan
pengawasan profesi ditempatkan sebagai analisis normatif dan konseptual, bukan sebagai
kesimpulan empiris mengenai frekuensi atau jumlah kasus yang terjadi di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Hukum Independensi Advokat sebagai Penegak Hukum di Indonesia

Independensi advokat dapat dipahami sebagai kebebasan profesional dalam
menjalankan tugas berdasarkan hukum, keahlian, dan kewajiban etik tanpa intervensi yang
tidak sah. Kebebasan tersebut diperlukan agar advokat dapat memberikan pendapat
hukum, menentukan strategi pembelaan yang sah, serta mengajukan upaya hukum
berdasarkan kepentingan klien. Independensi tidak berarti advokat bebas dari pengawasan
atau pertanggungjawaban, melainkan bahwa pelaksanaan profesinya harus terlindungi dari
tekanan yang bertentangan dengan hukum.

Landasan konstitusional independensi advokat dapat dikaitkan dengan prinsip negara
hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, persamaan kedudukan warga negara dalam
hukum berdasarkan Pasal 27 ayat (1), dan jaminan kepastian hukum yang adil berdasarkan
Pasal 28D ayat (1). Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi dasar konstitusional bagi
penyelenggaraan sistem hukum yang menghormati hak warga negara dan membatasi
penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang.

Pengaturan yang secara khusus mengakui kedudukan advokat terdapat dalam Pasal 5
ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Selain itu, Pasal 14
memberikan kebebasan kepada advokat untuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan
dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan
dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Pasal
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15 juga mengakui kebebasan advokat dalam menjalankan tugas profesi untuk membela
perkara yang menjadi tanggung jawabnya.

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa independensi advokat memiliki dimensi
eksternal dan internal. Dimensi eksternal berkaitan dengan perlindungan dari intervensi
pihak lain yang dapat menghambat tugas profesi, sedangkan dimensi internal berkaitan
dengan kebebasan menggunakan pertimbangan hukum dan kompetensi profesional dalam
menentukan langkah pembelaan. Kedua dimensi tersebut harus dilaksanakan secara
seimbang agar kebebasan profesi tidak berubah menjadi tindakan yang bertentangan
dengan hukum atau kode etik.

Kedudukan advokat sebagai penegak hukum tidak berarti bahwa kewenangannya
identik dengan kewenangan hakim, jaksa, atau polisi. Setiap profesi memiliki fungsi yang
berbeda dalam sistem peradilan. Hakim menjalankan fungsi mengadili, jaksa
melaksanakan fungsi penuntutan sesuai kewenangannya, polisi melaksanakan tugas
kepolisian, sedangkan advokat memberikan jasa hukum dan pembelaan bagi Klien.
Dengan demikian, kedudukan advokat sebagai penegak hukum harus dipahami
berdasarkan peran profesionalnya dalam mendukung proses peradilan yang adil, bukan
sebagai kesamaan kewenangan antarlembaga.

Perlindungan terhadap independensi advokat juga berkaitan dengan Pasal 38
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur
pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, termasuk advokat
dalam pemberian jasa hukum. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa penyelenggaraan
peradilan tidak hanya berkaitan dengan lembaga yang mengadili perkara, tetapi juga
membutuhkan peran profesi hukum untuk memberikan bantuan dan pembelaan kepada
pihak yang berkepentingan.

Instrumen lain yang penting adalah hak imunitas sebagaimana diatur dalam Pasal 16
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Melalui Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 26/PUU-XI1/2013, Mahkamah menyatakan bahwa pasal tersebut
bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa advokat tidak dapat
dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan
iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien, baik di dalam maupun di luar sidang
pengadilan.

Perluasan ruang lingkup hak imunitas tersebut penting karena pelaksanaan tugas
advokat tidak hanya berlangsung dalam persidangan. Kegiatan profesional advokat juga
dapat mencakup konsultasi hukum, penyusunan pendapat hukum, komunikasi dengan
aparat penegak hukum, penyampaian keberatan, dan tindakan hukum lain yang sah untuk
kepentingan Kklien. Oleh karena itu, perlindungan terhadap tugas profesi perlu
memperhatikan kegiatan yang dilakukan di luar persidangan sepanjang memenubhi
persyaratan hukum yang berlaku.

Namun, hak imunitas tidak dapat ditafsirkan sebagai kekebalan mutlak dari
pertanggungjawaban hukum. Perlindungan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas
profesi yang beriktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien. Apabila terdapat dugaan
tindakan yang melampaui tugas profesional atau melanggar hukum, penilaiannya tetap
harus dilakukan berdasarkan bukti, ketentuan yang berlaku, dan prosedur yang adil.
Dengan demikian, pengaturan hukum Indonesia mengakui independensi advokat sekaligus
mempertahankan prinsip bahwa setiap profesi harus dijalankan secara bertanggung jawab.
2. Problematika Independensi Advokat dalam Menjalankan Profesi

a. Potensi Intervensi Kekuasaan

Salah satu persoalan yang dapat mengancam independensi advokat adalah
potensi intervensi dari pihak yang memiliki kekuasaan politik, ekonomi, atau
kelembagaan. Intervensi dapat berbentuk tekanan agar advokat mengubah strategi
pembelaan, membatasi argumentasi hukum, atau tidak menggunakan langkah hukum
tertentu yang sebenarnya tersedia bagi klien. Dalam perspektif negara hukum,
tekanan semacam itu perlu dicegah karena dapat mengurangi kebebasan advokat
dalam menjalankan tugas profesional.
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Independensi advokat memiliki arti penting dalam menjaga keseimbangan
proses peradilan. Advokat harus dapat menyampaikan keberatan terhadap tindakan
yang dianggap melanggar hukum, menguji keabsahan prosedur, dan
memperjuangkan hak klien tanpa intimidasi. Apabila kebebasan tersebut terganggu,
terdapat risiko bahwa pihak yang memiliki kekuatan ekonomi atau pengaruh
kelembagaan lebih besar akan memperoleh keuntungan yang tidak semestinya dalam
proses hukum.

Meskipun demikian, dugaan intervensi harus dibuktikan berdasarkan fakta dan
tidak dapat diasumsikan terjadi dalam setiap perkara. Penilaian terhadap suatu
tindakan harus membedakan antara proses hukum yang sah dan tekanan yang
bertujuan menghambat pelaksanaan tugas profesi. Pembedaan ini diperlukan agar
perlindungan terhadap independensi advokat tidak digunakan untuk menolak
pemeriksaan hukum yang memiliki dasar dan prosedur yang sah.

. Ketidakpastian Penerapan Hak Imunitas

Hak imunitas merupakan instrumen untuk melindungi advokat dari tuntutan
yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas profesi secara beriktikad baik. Tanpa
perlindungan yang memadai, advokat dapat menghadapi risiko bahwa pendapat
hukum, penyampaian keberatan, atau tindakan pembelaan yang sah justru
dipersoalkan sebagai perbuatan melawan hukum. Perlindungan ini diperlukan untuk
memastikan bahwa advokat dapat menjalankan fungsi pembelaan tanpa rasa takut
terhadap konsekuensi hukum yang tidak semestinya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-X1/2013 memperluas
perlindungan imunitas advokat hingga mencakup pelaksanaan tugas profesi di luar
sidang pengadilan. Namun, penerapannya tetap memerlukan penilaian terhadap
hubungan tindakan dengan tugas profesional, tujuan pembelaan, dan iktikad baik.
Putusan tersebut tidak memberikan kekebalan menyeluruh terhadap seluruh tindakan
advokat, melainkan memberikan perlindungan dalam batas yang ditentukan oleh
norma hukum.

Problematika muncul apabila batas antara tindakan pembelaan yang sah dan
tindakan yang melanggar hukum tidak dinilai secara cermat. Perlindungan yang
terlalu lemah berpotensi menghambat independensi, sedangkan penafsiran imunitas
secara mutlak dapat membuka ruang penyalahgunaan. Oleh karena itu, penanganan
dugaan pelanggaran yang melibatkan advokat perlu didasarkan pada bukti dan
pertimbangan objektif, dengan tetap menghormati hak advokat serta hak pihak lain
yang berkepentingan.

. Dilema antara Kepentingan Klien dan Kewajiban terhadap Hukum

Advokat berkewajiban memperjuangkan kepentingan klien secara profesional,
tetapi kewajiban tersebut tidak dapat dimaknai sebagai keharusan memenuhi seluruh
keinginan klien tanpa mempertimbangkan hukum dan etika. Kode Etik Advokat
Indonesia menekankan pentingnya kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan
keterbukaan dalam menjalankan profesi. Prinsip-prinsip tersebut mengharuskan
advokat menjaga integritas meskipun menghadapi tekanan dari pihak yang
diwakilinya.

Dalam praktik profesional, advokat dapat menghadapi situasi ketika klien
menghendaki strategi yang bertentangan dengan hukum atau meminta tindakan yang
tidak sesuai dengan etika profesi. Dalam keadaan demikian, advokat harus
menjelaskan risiko hukum, menolak instruksi yang tidak sah, dan memilih strategi
pembelaan berdasarkan fakta serta ketentuan yang berlaku. Independensi advokat
justru diuji ketika ia harus mengambil keputusan profesional yang tidak selalu sesuai
dengan keinginan klien.

Dengan demikian, independensi tidak hanya berarti bebas dari tekanan
pemerintah atau aparat penegak hukum, tetapi juga bebas dari pengaruh yang tidak
semestinya berasal dari klien, kepentingan ekonomi, maupun konflik kepentingan.
Independensi yang tidak disertai integritas dapat kehilangan maknanya karena
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kebebasan profesional seharusnya digunakan untuk memberikan pembelaan yang
sah dan bertanggung jawab, bukan untuk membenarkan tindakan yang melanggar
hukum.

d. Persoalan Penegakan Kode Etik dan Pengawasan Profesi

Kode etik merupakan pedoman perilaku yang bertujuan menjaga kehormatan,
integritas, dan tanggung jawab advokat. Kode Etik Advokat Indonesia mengatur
kewajiban profesional advokat dalam menjalankan hubungan dengan klien, sesama
advokat, pengadilan, dan masyarakat. Keberadaan kode etik menjadi penting karena
kebebasan  profesi  harus  disertai  standar  perilaku  yang  dapat
dipertanggungjawabkan.

Pengawasan etik perlu dilaksanakan secara objektif dan transparan. Apabila
mekanisme pengawasan tidak berjalan secara konsisten, kepercayaan masyarakat
terhadap profesi advokat dapat menurun. Sebaliknya, apabila mekanisme etik
digunakan untuk menekan advokat yang menjalankan pembelaan secara sah,
pengawasan dapat berubah menjadi instrumen yang mengganggu independensi.
Karena itu, pemeriksaan etik harus berdasarkan dugaan pelanggaran yang jelas,
prosedur yang adil, kesempatan untuk membela diri, serta keputusan yang memiliki
alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Organisasi advokat mempunyai peran penting dalam meningkatkan kualitas
profesi melalui pendidikan, pembinaan integritas, dan penegakan kode etik. Namun,
independensi organisasi tidak seharusnya dimaknai sebagai kebebasan dari evaluasi
terhadap pelaksanaan kewenangannya. Pengawasan yang efektif justru diperlukan
untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap advokat berjalan beriringan dengan
kewajiban menjaga kehormatan dan kepercayaan publik terhadap profesi hukum.

e. Pengaruh Kepentingan Ekonomi dan Konflik Kepentingan

Kepentingan ekonomi dapat menjadi tantangan bagi independensi advokat
apabila hubungan profesional dengan klien memengaruhi objektivitas pertimbangan
hukum. Ketergantungan yang berlebihan pada kepentingan finansial tertentu dapat
menimbulkan dilema dalam menentukan strategi pembelaan, terutama apabila
kepentingan ekonomi bertentangan dengan kewajiban profesional. Oleh sebab itu,
advokat harus mampu memisahkan pertimbangan hukum dari tekanan ekonomi yang
berpotensi merusak integritas profesi.

Konflik kepentingan juga dapat timbul ketika advokat mempunyai hubungan
pribadi, bisnis, atau profesional yang berpotensi memengaruhi objektivitasnya dalam
menangani perkara. Apabila konflik tersebut tidak dikelola secara tepat, advokat
dapat menghadapi kesulitan menjaga kerahasiaan, loyalitas, dan independensi.
Pengelolaan konflik kepentingan memerlukan keterbukaan yang sesuai, penilaian
profesional, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan kode etik yang berlaku.

Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa independensi tidak cukup hanya
dijamin melalui peraturan perundang-undangan. Independensi juga bergantung pada
integritas pribadi, kemampuan profesional, dan kesediaan advokat mematuhi standar
etik. Dengan demikian, penguatan independensi perlu mencakup perlindungan dari
intervensi eksternal sekaligus pengembangan tanggung jawab internal dalam
menjalankan profesi.

3. Upaya Penguatan Independensi Advokat
a. Memperkuat Kepastian Hukum dalam Penerapan Hak Imunitas

Penguatan independensi advokat perlu dilakukan melalui penerapan hak
imunitas secara konsisten. Aparat penegak hukum harus membedakan tindakan
profesional yang beriktikad baik dari tindakan yang diduga melanggar hukum
dengan mempertimbangkan fakta, konteks, dan ketentuan yang berlaku. Penilaian
tersebut tidak boleh hanya didasarkan pada kenyataan bahwa tindakan advokat
menimbulkan keberatan atau merugikan kepentingan pihak tertentu.

Kepastian hukum juga dapat diperkuat melalui pedoman penanganan pengaduan
yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas advokat, sepanjang sesuai dengan

70



Tambunan & Malisti. Problematika Independensi Advokat Dalam Menjalankan Profesi Sebagai Penegak Hukum Di Indonesia

peraturan perundang-undangan. Pedoman tersebut harus menjamin pemeriksaan
yang objektif dan tidak diskriminatif, tanpa menciptakan kekebalan prosedural yang
tidak memiliki dasar hukum. Tujuannya adalah memberikan perlindungan yang
layak bagi tindakan profesional yang sah sekaligus mempertahankan kewenangan
penegakan hukum yang sesuai dengan undang-undang.

. Meningkatkan Independensi dan Akuntabilitas Organisasi Advokat

Organisasi advokat perlu memperkuat mekanisme pengawasan yang transparan,
objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemeriksaan etik harus dilakukan
berdasarkan standar yang jelas, memberikan kesempatan kepada advokat untuk
membela diri, dan memastikan bahwa pengaduan ditangani secara adil. Mekanisme
tersebut diperlukan agar independensi organisasi profesi tidak berubah menjadi
perlindungan terhadap pelanggaran etik.

Selain pengawasan, organisasi advokat perlu meningkatkan pendidikan profesi
berkelanjutan, termasuk dalam bidang etika, konflik kepentingan, hak asasi manusia,
dan penerapan hak imunitas. Pendidikan tersebut dapat membantu advokat
memahami bahwa kebebasan profesional memiliki batas dan tanggung jawab.
Penguatan kompetensi dan integritas merupakan langkah preventif untuk
mengurangi risiko pelanggaran serta meningkatkan kualitas pelayanan hukum
kepada masyarakat.

. Membangun Hubungan Profesional antara Advokat dan Aparat Penegak Hukum

Hubungan antara advokat dan aparat penegak hukum perlu dibangun
berdasarkan penghormatan terhadap fungsi dan kewenangan masing-masing.
Advokat tidak memiliki kewenangan yang sama dengan penyidik, penuntut umum,
atau hakim, tetapi perannya diperlukan untuk memastikan bahwa kepentingan
hukum klien memperoleh pembelaan yang layak. Oleh karena itu, penggunaan hak
pembelaan dan upaya hukum yang sah tidak seharusnya dipandang sebagai
hambatan terhadap penegakan hukum.

Hubungan profesional yang sehat dapat didukung melalui komunikasi yang
sesuai prosedur, penghormatan terhadap hak klien, serta mekanisme pengaduan atas
dugaan tindakan yang tidak semestinya. Perbedaan pendapat hukum harus
diselesaikan melalui prosedur yang tersedia, bukan melalui intimidasi atau tekanan
personal. Pendekatan ini dapat membantu menjaga keseimbangan antara efektivitas
penegakan hukum dan perlindungan terhadap independensi profesi advokat.

. Memperkuat Integritas dan Profesionalisme Advokat

Independensi profesi harus disertai kompetensi dan integritas pribadi. Advokat
perlu menjaga kerahasiaan klien, menghindari konflik kepentingan, memberikan
informasi hukum secara jujur, serta menjelaskan risiko dan kemungkinan hasil
perkara secara profesional. Kewajiban tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip etika
profesi yang menempatkan kehormatan, kemandirian, dan kejujuran sebagai dasar
pelaksanaan tugas advokat.

Peningkatan profesionalisme dapat dilakukan melalui pendidikan berkelanjutan,
pembinaan etik, pengembangan standar pelayanan hukum, dan evaluasi kualitas jasa
hukum. Langkah tersebut penting agar kebebasan profesi digunakan untuk
memperjuangkan kepentingan klien secara sah dan mendukung proses peradilan
yang adil. Advokat yang independen bukan hanya advokat yang bebas dari tekanan,
tetapi juga advokat yang mampu mempertanggungjawabkan pilihan profesionalnya
berdasarkan hukum dan etika.*¢
. Meningkatkan Akses terhadap Keadilan

Independensi advokat memiliki hubungan erat dengan akses masyarakat
terhadap keadilan. Masyarakat yang menghadapi perkara hukum membutuhkan
pendampingan profesional yang objektif dan bebas dari tekanan yang tidak sah. Oleh
karena itu, penguatan independensi perlu disertai upaya memperluas akses terhadap
jasa hukum, khususnya bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi.
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Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
mewajibkan advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari
keadilan yang tidak mampu. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa tanggung
jawab profesi advokat tidak hanya berkaitan dengan hubungan kontraktual bersama
klien yang membayar jasa hukum, tetapi juga mencakup kewajiban sosial dalam
membantu masyarakat memperoleh keadilan.

Pelaksanaan bantuan hukum perlu didukung melalui pembinaan kualitas
layanan, mekanisme pemberian bantuan yang transparan, serta kepatuhan terhadap
standar profesi. Dengan demikian, independensi advokat dapat berkontribusi
terhadap perlindungan hak hukum masyarakat secara lebih luas, termasuk bagi
kelompok yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk memperoleh jasa hukum
secara mandiri.

f. Mendorong Pembaruan Pengaturan Profesi yang Responsif

Penguatan independensi advokat juga membutuhkan evaluasi berkelanjutan
terhadap pengaturan profesi agar tetap sesuai dengan perkembangan hukum dan
kebutuhan masyarakat. Evaluasi tersebut dapat mencakup perlindungan tugas
profesional, penerapan hak imunitas, penegakan kode etik, serta mekanisme
pertanggungjawaban. Setiap pembaruan harus memperhatikan kebutuhan untuk
melindungi  kebebasan profesi tanpa mengabaikan kepastian hukum dan
akuntabilitas.

Pembaruan pengaturan tidak seharusnya hanya berorientasi pada perluasan hak
advokat, tetapi juga pada penguatan kewajiban dan mekanisme pengawasan.
Perlindungan yang tidak memadai dapat melemahkan fungsi pembelaan, sedangkan
perlindungan yang ditafsirkan tanpa batas berpotensi menimbulkan penyalahgunaan.
Oleh karena itu, pembaruan hukum profesi perlu diarahkan pada keseimbangan
antara independensi, profesionalisme, perlindungan hukum, dan tanggung jawab.

KESIMPULAN

Independensi advokat merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan negara
hukum dan sistem peradilan yang adil. Pengakuan terhadap kedudukan advokat sebagai
penegak hukum yang bebas dan mandiri telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Perlindungan terhadap pelaksanaan
tugas profesi juga diperkuat melalui Pasal 16 undang-undang tersebut sebagaimana
dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-X1/2013, yang mencakup
pelaksanaan tugas profesi dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan.

Meskipun telah memperoleh dasar hukum, independensi advokat masih menghadapi
tantangan berupa potensi intervensi kekuasaan, persoalan penerapan hak imunitas, konflik
antara kepentingan klien dan kewajiban hukum, tantangan penegakan kode etik, serta
pengaruh kepentingan ekonomi. Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa pengakuan
normatif harus disertai penerapan hukum yang konsisten, mekanisme pengawasan yang
adil, dan penguatan integritas profesional.

Oleh karena itu, penguatan independensi advokat perlu dilaksanakan melalui
peningkatan kepastian hukum, pengawasan etik yang transparan, penguatan organisasi
profesi, penghormatan terhadap fungsi masing-masing aparat penegak hukum, dan
peningkatan profesionalisme. Hak imunitas harus dipahami sebagai perlindungan terhadap
tindakan profesional yang beriktikad baik, bukan sebagai kekebalan mutlak dari
pertanggungjawaban hukum.

Saran

Pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa ketentuan
mengenai independensi advokat diterapkan secara konsisten. Penilaian terhadap tindakan
advokat harus didasarkan pada bukti, konteks tugas profesi, dan ketentuan hukum yang
berlaku, sehingga perlindungan terhadap pembelaan yang sah dapat berjalan tanpa
menghilangkan pertanggungjawaban atas tindakan yang melanggar hukum.
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Organisasi advokat perlu meningkatkan kualitas pengawasan etik melalui
mekanisme yang objektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, pendidikan profesi
berkelanjutan perlu diperkuat untuk meningkatkan pemahaman advokat mengenai hak
imunitas, konflik kepentingan, kewajiban terhadap klien, dan batas pelaksanaan profesi.

Advokat juga perlu menjaga integritas, meningkatkan kompetensi, dan menggunakan
kebebasan profesional sesuai hukum serta kode etik. Dengan demikian, independensi
advokat tidak hanya menjadi jaminan bagi kebebasan profesi, tetapi juga menjadi sarana
untuk melindungi hak masyarakat dan mewujudkan penegakan hukum yang adil,
profesional, dan berkepercayaan publik.
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